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ABSTRAK

Penelitian tujuannya mengetahui tindak kejahatan genosida yang dialami persfektif hukum
internasional, dan cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional.
Kejahatan genosida tindakan yang dilakukan tujuannya menghancurkan, secara keseluruhan sebagian
suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Hukum pidana internasional cabang hukum pidana
diakui komunitas internasional, memerlukan respons hukum global dan kejahatan sanggat serius.
Kejahatan genosida hukum pidana internasional merupakan kejahatan luar biasa, sudah menjadi
tindakan dilarang, dituangkan di Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals
for the Former Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR), statuta
Roma 1998. Penelitian menggunakan hukum doktrinal atau yuridis normatif. Sumber informasi
hukum, bahan hukum primer (peraturan, dokumen terkait) dianalisis secara kualitatif. Pendekatannya
konseptual, perundang-undangan, kasus hukum dalam mengatasi rumusan masalah. Hasil penelitian
menyebutkan penyebab utama kejahatan genosida dilatarbelakangi perjuangan hak dari suku
minoritas, agama yang fanatik, rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural.

Kata Kunci: Kejahatan Genosida, Hukum Pidana Internasional

PENDAHULUAN

Genosida! merupakan kejahatan internasional paling serius, diakui sebagai pelanggaran
Hak Asasi Manusia (HAM) yang bertujuan untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau
sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau religius. Istilah ini pertama kali
diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944, dalam konteks Holocaust selama Perang
Dunia Il (Anggreni et al., 2019).

Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (Genocide
Convention) tahun 1948, yang mendefinisikan genosida (Fatahillah, 2021), sebagai tindakan-
tindakan berikut yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan
atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau religious: (1) Membunuh anggota
kelompok tersebut; (2) Menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang serius terhadap
anggota kelompok tersebut; (3) Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang ditujukan
untuk menghancurkannya secara fisik secara keseluruhan atau sebagian; (4) Menerapkan
tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut;
(5) Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut secara paksa ke kelompok lain (Basuki,
2021).

Sedangkan suatu tindakan disebut sebagai genosida dalam hukum pidana internasional
(Liden, 2020), memiliki tiga unsur utama yaitu: Pertama: Actus Reus (Tindakan Nyata), yaitu

1 Hetty Hassanah, “Genosida Dalam Ketentuan Hukum Nasional Sebagai Kejahatan Tradisional”, Maleo Law Jurnal,
Volume 1, Nomor 2, 2017, him. 220.
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Pembunuhan, penderitaan fisik atau mental yang serius, kondisi kehidupan yang mematikan,
pencegahan kelahiran, atau pemindahan anak-anak secara paksa (Dewi & Najica, 2022).
Kedua: Mens Rea (Niat Kriminal), yaitu niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau
sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau religious (Latukau, 2020). Ketiga:
Konteks, yaitu genosida biasanya terjadi dalam konteks perang, konflik etnis, atau situasi di
mana terdapat kebijakan sistematis untuk memusnahkan suatu kelompok (Begem et al., 2019).

Kejahatan genosida (Devian Abdulfatah Lamadju, 2018) sampai saat ini masih
menyisakan delapan permasalahan utama penangananya berikut penjelasanya seperti dalam
tebel.1. Permasalahan Utama dan Penjelasan dibawah ini:

Tabel.1. Permasalahan Utama dan Penjelasan

Permasalahan Utama Penjelasan

Definisi dan Interpretasi Interpretasi unsur-unsur genosida sering menjadi sumber perdebatan dan
Genosida tantangan dalam pembuktian.

Pembuktian Niat (Mens Rea) Sulitnya mengumpulkan bukti yang menunjukkan niat untuk menghancurkan

kelompok tertentu.

Keterbatasan Yurisdiksi Yurisdiksi pengadilan internasional terbatas dan membutuhkan kerjasama

antar negara.

Perlindungan Korban dan Tantangan dalam melindungi saksi dan korban dari intimidasi dan ancaman.
Saksi

Pengumpulan Bukti Kesulitan mengumpulkan bukti di wilayah konflik atau pasca-kenflik.

Masalah Kedaulatan Negara Negara sering kali menolak intervensi internasional dengan alasan kedaulatan.
Politik Internasional Kepentingan politik internasional dapat mempengaruhi proses penyelidikan

dan penuntutan.

Kesenjangan Implementasi Kesenjangan antara hukum internasional dan penerapannya di lapangan.

Hukum

Sumber: Diolah Penulis, Tahun 2024

Keterangan gambar:
1. Definisi dan Interpretasi Genosida:

Permasalahan : Meskipun Konvensi Genosida 1948 memberikan definisi genosida, interpretasi tentang unsur-unsur kejahatan ini sering
kali menjadi sumber perdebatan.
Penjelasan : Definisi genosida mencakup tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau

sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Namun, pembuktian niat untuk menghancurkan (mens rea)
dan identifikasi kelompok yang dilindungi sering kali menjadi tantangan.
2. Pembuktian Niat (Mens Rea)

Permasalahan : Salah satu elemen kunci dalam membuktikan genosida adalah menunjukkan adanya niat (mens rea) untuk
menghancurkan suatu kelompok.
Penjelasan : Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan niat tersebut seringkali sulit, karena niat ini harus dibuktikan

secara meyakinkan di pengadilan, yang memerlukan dokumentasi yang kuat dan saksi yang kredibel.
3. Keterbatasan Yurisdiksi dan Kooperasi Internasional:

Permasalahan : Yurisdiksi pengadilan internasional sering kali terbatas dan membutuhkan kerjasama dari negara-negara untuk
mengekstradisi dan mengadili pelaku genosida.
Penjelasan : Beberapa negara mungkin menolak untuk mengekstradisi individu yang dituduh melakukan genosida atau bahkan tidak

mengakui yurisdiksi pengadilan internasional seperti ICC (International Criminal Court).

4. Perlindungan Korban dan Saksi:

Permasalahan : Korban dan saksi kejahatan genosida sering kali berada dalam bahaya yang signifikan.

Penjelasan : Melindungi saksi dan korban dari intimidasi, pembalasan, dan ancaman selama dan setelah proses pengadilan merupakan
tantangan besar. Program perlindungan saksi sering kali tidak memadai di wilayah konflik.

5. Keterbatasan Pengumpulan Bukti:

Permasalahan : Mengumpulkan bukti-bukti genosida di wilayah konflik atau pasca-konflik sangat sulit.

Penjelasan : Bukti fisik mungkin telah dihancurkan, dan saksi mata mungkin telah tewas atau melarikan diri. Ini membuat proses investigasi
menjadi sangat menantang dan memerlukan sumber daya yang besar.

6. Masalah Kedaulatan Negara

Permasalahan : Kedaulatan negara sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum internasional.
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Penjelasan : Beberapa negara mungkin menolak intervensi atau penyelidikan internasional dengan alasan kedaulatan, yang menghambat upaya
penegakan hukum terhadap genosida.

7. Politik Internasional dan Pengaruhnya

Permasalahan : Kepentingan politik internasional sering kali mempengaruhi proses penyelidikan dan penuntutan genosida.

Penjelasan : Dukungan atau penentangan dari negara-negara berpengaruh dapat mempengaruhi keputusan politik terkait pendirian
pengadilan ad hoc atau penerapan yurisdiksi ICC.

8. Kesenjangan dalam Implementasi Hukum:

Permasalahan : Ada kesenjangan antara hukum internasional dan penerapannya di lapangan.

Penjelasan : Meskipun hukum internasional menetapkan mekanisme untuk penuntutan genosida, implementasinya di lapangan
sering kali terganggu oleh kurangnya sumber daya, ketidaksempurnaan sistem hukum nasional, dan kendala logistik.

Dari delapan permasalahan utama kejahatan genosida yang disebut di atas, penulis
mengambil dua yang menjadi permasalahan utama dalam penulisan penelitian, yaitu:
Bagaimana tindak kejahatan genosida? dintinjau dari persfektif hukum pidana internasional?
Maka penelitian harus dapat menjelaskan pemahanan yang mendalam tentang pengertian atau
definisi dari genosida dan dengan pendekatan hukum pidana internasional, yuridksi, elemen-
elemen pembuktian dan mekanisme penuntutan dalam konteks hukum internasional (Made A
Hardi R & M.J Setianto, 2022). Genosida adalah salah satu kejahatan internasional yang paling
serius dan kompleks untuk dibuktikan, memerlukan bukti yang kuat atas niat untuk
menghancurkan suatu kelompok. Yurisdiksi untuk mengadili kejahatan ini dapat berada di
pengadilan internasional seperti ICC atau pengadilan ad hoc yang dibentuk untuk kasus-kasus
tertentu. Contoh kasus Rwanda dan Srebrenica memberikan gambaran konkret tentang
bagaimana hukum internasional menangani dan menuntut kejahatan genosida (Makalew,
2020).

Permasalahan utama kedua adalah: Bagaimana cara penyelesaian sengketa tindak
kejahatan genosida secara hukum internasional, memerlukan penyelesaian sengketa tindak
kejahatan genosida dengan pendekatan holistik dan kolaborasi internasional yang kuat untuk
mengatasi berbagai tantangan yang ada (Putra et al., 2018). Sedangkan nilai kebaruan atau
novelity dalam penelitian ini dalam kejahatan genosida dalam persfektif hukum pidana
internasional saat ini masih mengalami kesenjangan dalam implementasi hukum karena
permalsahan kesejangan antara hukum internasional dan penerapanya dilapangan (Putri, 2022).
Meskipun hukum internasional menetapkan mekanisme untuk penuntutan genosida,
implementasi di lapangan seringkali terganggu oleh kurangnya sumber daya,
ketidaksempurnaan siatem hukum nasional dan kendala logistik. Karenanya tantangan dalam
kejahatan genosida dalam persfektif hukum internasional, yaitu penegakan hukum genosida di
tingkat internasional mengalami masalah yuridiksi, politik internasionaldan kedaulatan negara
(Raharjo, 2020). Sedangkan kritik terhadap kejahatan genosida dalam persfektif hukum
internasional juga muncul terkait efektivitas pengadilan internasional dalam memberikan
keadilan bagi korban dan pencegahan genosida di masa depan (Latukau, 2020).

Selanjutnya perkembangan hukum pidana internasional mengenai genosida
menunjukkan komitmen global untuk mengatasi dan mencegah kejahatan paling mengerikan
ini (Sarayar, 2019). Meski demikian, implementasi yang efektif tetap menjadi tantangan besar
yang membutuhkan kerja sama internasional dan komitmen kuat dari semua pihak terkait
(Basuki, 2021). Suatu kejahatan yang dilakukan secara penyerangan terhadap orang lain akibat
perselisinan dari etnis atau budaya sering sebut sebagai kejahatan manusia pada hukum
internasional yang mengarah pada perbuatan dalam bentuk pembunuhan secara massal
terhadap penyiksaan pada anggota tubuh manusia (Sianturi et al., 2021). Dalam hal ini
perselisihan akan semakin meningkat dan mengarah pada suatu perbuatan yang lebih agresif

2| Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Bandung: Yrama Widya, 2003, him.33
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dan orang yang melakukan hal tersebut akan semakin melakukannya di luar batas bahkan
termasuk pada perbuatann yang berat (Situngkir, 2018). Golongan tindakan atau perbuatan
yang berat ini merupakan pembantain besar-besaran terhadap suatu etnis tertentu yang
mengakibatkan banyaknya korban dan kerugian materiil ataupun immateriil. Hal tersebut
disebut sebagai kejahatan genosida (Begem et al., 2019).

Kejahatan genosida® yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga
termasuk pada kejahatan terhadap kelompok politik karena kelompok tersebut sulit
diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Pengertian
genosida dalam Konvensi Genosida tahun 1948, diartikan sebagai suatu tindakan dengan
maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, rasa,
etnis atau agama (Syarif Hidayat, 2021). Kejahatan genosida sering dikaitkan dengan
kejahatan terhadap manusia tetapi apabila dilihat secara mendalam kejahatan genosida berbeda
dengan kejahatan terhadap manusia, dimana kejahatan genosida tertuju padakelompok-
kelompok seperti bangsa, ras, etnis ataupun agama sedangkan kejahatan terhadap manusia
ditujukan pada warga negara dan penduduk sipil (Mokale, 2021). Kemudian kejahatan
genosida ini dapat melenyapkan sebagian atau keseluruhannya sedangkan kejahatan terhadap
manusia tidak ada spesifikasi atau syarat dalam hal tersebut (Tobing, 2022).

Dari penjelasan diatas, penulis mengambil judul: kejahatan genosida dalam persfektif
hukum pidana internasional dengan mengambil rumusan dengan pertanyaan rumusan masalah:
bagaimana tindak kejahatan genosida yang dialami ditinjau dalam hukum internasional dan
bagaimana cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional
yang akan dibahas di bawah ini.

METODE PENELITIAN

Dalam membahas permasalahan ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif dengan mengkaji, menguji dan menelaah aspek hukum khususnya hukum pidana
yang berkaitan dengan hukum pidana internasional (Alvarez, 2023). Untuk melihat bagaimana
asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang berlaku terhadap penyelesaian sengketa tindak
kejahatan genosida di Indonesia (Adiyanta, 2019). Pendekatan yang digunakan adalah
pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (normative
approach), dan pendekatan kasus hukum (case law approach). Teknik pengumpulan data yang
digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka (library research) .
Y aitu memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan berbagai literatur dan data
serta informasi yang relevan dengan penelitian (Kurniadi, Y U., 2020). Mengingat penelitian
ini merupakan penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder di bidang
hukum yaitu jenis data yang diperoleh dari riset kepustakaan (library research), bahan-bahan
hukum primer (ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak
kejahatan genosida) dan dari data-data lain (artikel, internet, media cetak, makalah, jurnal,
dan sebagainya) yang berhubungan dengan judul penelitian (Hidayat, 2021).

8 Jawahir Thantowi, “Kontektualisasi Agama Dalam Negara Demokrasi”, Seminar Nasional PSI UIl “Membangun Relasi
Simbiosis Negara Demokrasi dan Agama” (Demangan :Ull), 2017.
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PEMBAHASAN

A. Kejahatan Genosida Dalam Persfektif Hukum Pidana Internasional

Dalam pembahasan ini maka penelitian akan membahas beberapa aspek yang penting
dalam kejahatan genosida dalam persfektif hukum pidana internasioanal (Alvarez, 2023),
yaitu: (Pengertian genosida; (2) sejarah perkembangan hukum genosida; (3) lembaga hjukum
yang menanani kasus genosida; (5) proses hukum dalam kasus genosida; (6) tantangan dalam
penangan kasus genosida; (6) kasus-kasus penting genosida; (7) upaya pencegahan genosida.
Selanjutnya penulis akan menampilkan dalam table sederhana dalam pembahasan penelitian
ini seperti di bawah ini:

Tabel. 2. Penjelasan Aspek Penting Dalam Penelitian Genosida Dalam Persfektif Hukum Internasional

Poin Penjelasan
Definisi Genosida Genosida adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan,
secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.

Lembaga Hukum 1CC, ICTR, ICTY, 1C)
yang Menangani

Proses Hukum Penyelidikan, Penuntutan, Persidangan, Penjatuhan Hukuman

Tantangan Pengumpulan Bukti, Yurisdiksi, Kooperasi Internasional, Perlindungan Korban dan
Saksi

Kasus-Kasus Penting Holocaust, Genosida Rwanda, Genosida Bosnia

Upaya Pencegahan Mekanisme Pencegahan Internasional, Peran Negara, Pendidikan dan Kesadaran
Publik

Penjelasan dan Keterangan Tabel

ICC : Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court)

ICTR : International Criminal Tribunal for Rwanda

ICTY : International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia

ICJ : International Court of Justice

Definisi Genosida : Menurut Hukum Internasional, mengutip definisi genosida dari Konvensi Genosida 1948 memiliki unsur-

unsur harus ada untuk diklasifikasikan sebagai genosida, seperti niat untuk menghancurkan, secara
keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.

Sejaran & Perkembangan:

1. Sejarah hukum genosida Pembentukan Konvensi Genosida 1948 dimana latar belakang sejarah dan proses pembentukan Konvensi
Genosida.

2. Perkembangan hukum kasus Genosida, yaitu Kasus-kasus genosida yang telah diakui secara internasional, seperti Holocaust, genosida
Rwanda, dan genosida di Srebrenica.

Lembaga hukum yang menangani:

1. Pengadilan Pidana Internasional (ICC): Peran ICC dalam mengadili kasus genosida, termasuk yurisdiksi dan mandatnya.

2. Pengadilan Internasional Ad Hoc: Contoh pengadilan ad hoc seperti ICTR dan ICTY yang dibentuk khusus untuk menangani kasus
genosida.

3. Peran International Court of Justice (ICJ): ICJ dalam memutuskan sengketa antar negara terkait genosida.

Proses Hukum dalam Kasus Genosida:

1. Penyelidikan dan Penuntutan: Langkah-langkah yang dilakukan mulai dari penyelidikan, pengumpulan bukti, hingga penuntutan.

2. Prosedur Persidangan: Proses persidangan di pengadilan internasional dan ad hoc, termasuk hak-hak terdakwa dan korban.

3. Penjatuhan Hukuman: Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan dan contohnya.

Tantangan dalam Penanganan Kasus Genosida:

1. Pengumpulan Bukti: Kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan genosida.

2. Yurisdiksi dan Kooperasi Internasional: Masalah yurisdiksi dan kerjasama antara negara dalam mengekstradisi dan mengadili pelaku.

3. Perlindungan Korban dan Saksi: Tantangan dalam melindungi korban dan saksi dari intimidasi dan pembalasan.

Kasus-Kasus Penting Genosida:

1. Holocaust: Penjelasan singkat tentang Holocaust dan penanganannya di pengadilan Nuremberg.

2. Genosida Rwanda: Pembahasan tentang genosida di Rwanda dan penanganannya di ICTR.

3. Genosida Bosnia: Kasus Srebrenica dan penanganannya di ICTY.

Upaya Pencegahan Genosida:

1. Mekanisme Pencegahan Internasional: Upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB dan organisasi internasional lainnya untuk mencegah
genosida.

2. Peran Negara: Tanggung jawab negara dalam mencegah terjadinya genosida di wilayah mereka.

3. Pendidikan dan Kesadaran Publik: Pentingnya pendidikan dan peningkatan kesadaran publik dalam mencegah genosida.
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Kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana
internasional, dengan definisi dan kerangka hukum yang jelas dalam Konvensi Genosida dan
Statuta Roma (Groning et al., 2022). Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap
kejahatan ini menghadapi berbagai tantangan politis, sumber daya, dan teknis. Upaya
internasional yang kuat dan kerjasama antar negara sangat penting untuk memastikan bahwa
pelaku genosida dihukum dan kejahatan semacam itu dicegah di masa depan (Brodersen et al.,
2023).

Tabel.3. Yurisdiksi dan Implementasi Kejahatan Genosida

Jenis Pengadilan Dasar Hukum Contoh Kasus Komentar
Pengadilan Kriminal Statuta Roma Kasus Al Bashir  Yurisdiksi atas negara anggota ICC
Internasional (ICC) 1993 atau berdasarkan rujukan Dewan

Keamanan PBB.

Pengadilan Ad Hoc (ICTY, Resolusi Dewan Kasus Akayesu, = Dibentuk khusus untuk mengadili
ICTR) Keamanan PEB Karadzi¢ kejahatan di wilayah tertentu.
Pengadilan Nasional Prinsip Yurisdiksi Kasus Pinochet  Yurisdiksi diambil cleh negara

% jan Yurisdiksi Universal di Spanyol meskipun kejahatan terjadi di luar
Universal wilayah mereka.

Sumber: Diolah Penluis, Tahun 2024

Keterangan Tabel:

Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

1. Definisi Kejahatan Genosida : Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948): Pasal 11 mendefinisikan
genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok
bangsa, etnis, ras, atau agama, dengan cara:

1. Membunuh anggota kelompok.

2. Menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok.

3. Dengan sengaja menempatkan kelompok dalam kondisi kehidupan yang diperhitungkan untuk menghancurkannya secara fisik, baik

keseluruhan atau sebagian.

4. Memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok.

5. Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain secara paksa.

2. Yurisdiksi Hukum Pidana Internasional

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC):

Statuta Roma (1998) : ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan
perang, dan kejahatan agresi. Negara-negara anggota ICC wajib mematuhi yurisdiksi ini.

Pasal 5-8 : Mendefinisikan kejahatan-kejahatan di bawah yurisdiksi ICC, termasuk genosida.

Pengadilan Ad Hoc : Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional

untuk Rwanda (ICTR): Dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili kejahatan genosida dan
kejahatan lainnya selama konflik di Yugoslavia dan Rwanda.
3. Elemen-Elemen Kejahatan Genosida

Maksud (Mens Rea) : Mens rea genosida adalah niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok
yang dilindungi.
Tindakan (Actus Reus) : Tindakan-tindakan genosida mencakup pembunuhan, menyebabkan cedera fisik atau mental, kondisi

kehidupan yang menghancurkan, tindakan pencegahan kelahiran, dan pemindahan paksa anak-anak.
4. Penegakan Hukum dan Tantangan

Penegakan Hukum : Penegakan hukum terhadap kejahatan genosida memerlukan kerjasama internasional yang kuat, termasuk
ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan dukungan dari komunitas internasional.

Tantangan : Politik: Resistensi politik dari negara-negara yang melindungi pelaku atau enggan untuk mengekstradisi
tersangka.

Sumber Daya : Keterbatasan sumber daya dan kapasitas pengadilan internasional untuk menangani jumlah kasus yang
besar.

Bukti : Mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan niat dan tindakan genosida sering kali sulit dalam

situasi konflik.
5. Kasus Penting dalam Hukum Pidana Internasional
Kasus Akayesu (ICTR) : Jean-Paul Akayesu, seorang walikota di Rwanda, diadili oleh ICTR dan dinyatakan bersalah atas genosida
dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini adalah pertama kalinya pengadilan internasional menghukum
seseorang atas genosida.
Kasus Karadzi¢ (ICTY) : Radovan Karadzi¢, pemimpin politik Serbia Bosnia, diadili oleh ICTY dan dinyatakan bersalah atas
genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang terkait dengan Perang Bosnia.
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6. Upaya Pencegahan dan Pemulihan

Pencegahan : Komunitas internasional memiliki kewajiban untuk mencegah genosida melalui diplomasi, sanksi, dan,
jika diperlukan, intervensi militer.
Pemulihan . Korban genosida berhak atas pemulihan, termasuk kompensasi, rehabilitasi, dan upaya-upaya untuk

mengingat dan memperingati kejadian tersebut.
7. Kerangka Hukum Internasional

Konvensi Genosida (1948) : Merupakan kerangka hukum utama yang mendefinisikan genosida dan menetapkan kewajiban negara
untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini.
Statuta Roma (1998) : Mendirikan ICC dan memberikan yurisdiksi atas genosida serta kejahatan-kejahatan internasional lainnya.

B. Tindak Kejahatan Genosida Ditinjau Dalam Hukum Internasional

Kejahatan genosida adalah salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana
internasional (Hammond et al., 2024). Genosida (Abraham & Ceccato, 2022), didefinisikan
sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruhnya atau
sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu. Sedangkan perkembangan
penanganan kejahatan genosida dalam hukum pidana internasional (Khadam et al., 2023),
dilihat dari enam aspek, adalah sebagai berikut: (1) Konvensi Genosida 1948; (2) Pengadilan
Nuremberg (1945-1946); (3) Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan
Bekas Yugoslavia (ICTY): ICTY (1993); (4) Mahkamah Pidana Internasional (ICC) , yaitu
ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada 17 Juli 1998 dan mulai berlaku
pada 1 Juli 2002; (5) Yurisprudensi dan Perkembangan Hukum; (6) Mahkamah Pidana
Internasional (ICC), yaitu ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada 17 Juli
1998 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002. Adapun penjelasan enam poin di atas adalah:
Pertama: Konvensi Genosida 1948: Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman
Kejahatan Genosida (Genocide Convention) diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1948. Konvensi ini mengatur bahwa genosida, baik
dilakukan dalam masa perang maupun damai, merupakan kejahatan internasional yang harus
dicegah dan dihukum oleh negara-negara pihak (Lidén, 2020).

Kedua Pengadilan Nuremberg (1945-1946): Setelah Perang Dunia Il, Pengadilan Militer
Internasional di Nuremberg didirikan untuk mengadili pemimpin Nazi atas kejahatan perang,
kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan genosida, meskipun istilah "genosida™ belum
secara resmi digunakan dalam dakwaan. Pengadilan ini menjadi tonggak penting dalam
pembentukan norma-norma hukum pidana internasional. Ketiga: Pengadilan Kriminal
Internasional untuk Rwanda (ICTR) dan Bekas Yugoslavia (ICTY): ICTY (1993), yaitu
didirikan oleh PBB untuk mengadili pelaku kejahatan perang, termasuk genosida, selama
konflik di bekas Yugoslavia (Made A Hardi R & M.J Setianto, 2022). Salah satu kasus
genosida yang terkenal adalah pembantaian Srebrenica pada tahun 1995. ICTR (1994):
Didirikan untuk mengadili pelaku genosida selama genosida Rwanda 1994. Pengadilan ini
memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum mengenai genosida, termasuk
interpretasi dan penerapan definisi genosida (Arrocha Olabuenaga, 2014).

Keempat: Mahkamah Pidana Internasional (ICC), yaitu ICC didirikan berdasarkan
Statuta Roma yang diadopsi pada 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002 (Baer et al.,
2024). 1CC memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap
kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. ICC memberikan kerangka hukum yang
permanen untuk mengadili genosida, berbeda dengan pengadilan ad-hoc seperti ICTR dan
ICTY (Baer et al., 2024). Kelima: Yurisprudensi dan Perkembangan Hukum: Pengadilan-
pengadilan internasional telah mengembangkan yurisprudensi yang signifikan mengenai
genosida, termasuk elemen-elemen yang diperlukan untuk membuktikan genosida, seperti niat
khusus (dolus specialis) untuk menghancurkan kelompok tertentu (Basuki, 2021). Beberapa
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keputusan penting dari ICTR, ICTY, dan ICC telah memperkuat dan memperjelas hukum
mengenai genosida (Charlier, 2022); (f) Kasus-Kasus Kontemporer: Darfur, Sudan: ICC
mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Sudan Omar al-Bashir atas
tuduhan genosida di Darfur pada 2009. Myanmar: Pengadilan Internasional (1CJ) menerima
gugatan terkait dugaan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Keenam: Peran Negara
dan Kewajiban Internasional (Haile et al., 2023): Konvensi Genosida menegaskan bahwa
negara-negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menghukum genosida. Negara-negara
juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kegagalan mereka dalam mencegah atau
menghukum genosida, seperti yang dibahas dalam berbagai kasus di Mahkamah Internasional
(ICJ) (Anggreni et al., 2019).

Dari enam perkembangan kasus kejahatan genosida (Klosterkamp & Jeffrey, 2024),
dalam hukum internasional yang disebutkan di atas, maka penelitian selanjutnya akan
membahas dua permalsahan utama penelitian yaitu: (1) definisi genosdia dengan pendekatan
hukum pidana internasional; (2) yuridiksi; (3) elemen-elemen pembuktian; (4) mekanisme
penunututan dalam konteks hukum internasional.

Definisi atau pengertian kejahatan gesnosida (Landry et al., 2024), dijelaskan oleh
Raphael Lemkin, seorang ahli hukum Polandia yang menciptakan istilah "genosida” tahun
1944, Menyebutkan genosida (Pérez-Ledn Acevedo, 2017), sebagai tindakan yang dilakukan
dengan tujuan menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian, suatu kelompok
nasional, etnis, ras, atau agama. Menurut Konvensi PBB tentang Pencegahan dan
Penghukuman Kejahatan Genosida (1948), Menurut Konvensi Genosida (Miller & Levine,
2013), menyebutkan: setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan,
baik secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama sebagai
berikut: (a) Membunuh anggota kelompok tersebut; (b) Menyebabkan luka fisik atau mental
yang berat kepada anggota kelompok tersebut; (c) Menciptakan kondisi kehidupan yang
bertujuan menyebabkan kehancuran fisik kelompok tersebut secara keseluruhan atau sebagian;
(d) Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok
tersebut; () Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain secara paksa
(Groning et al., 2022). Sedangkan menurut International Criminal Court (ICC) (Stoykova,
2023), menyebutkan: Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengadopsi
definisi dari Konvensi Genosida dan menambahkan rincian lebih lanjut tentang prosedur
penuntutan (Lidén, 2020).

Selanjutnya definisi hukum pidana internasional (Stoykova & Franke, 2023) adalah
cabang hukum yang mengatur tindak pidana yang diakui oleh komunitas internasional sebagai
kejahatan yang sangat serius dan yang memerlukan respons hukum global. Menurut Antonio
Cassese, seorang ahli hukum internasional terkemuka, hukum pidana internasional mencakup
aturan dan norma yang mengatur tindakan individu yang bertanggung jawab atas kejahatan
internasional (Teijo, 2023), seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap
kemanusiaan, dan agresi. Dan menurut Statuta Roma (1998) menjelaskan hukum pidana
internasional secara formal diatur dalam Statuta Roma, yang mendirikan Pengadilan Kriminal
Internasional (ICC) (Tuazon et al., 2024). Statuta ini mengidentifikasi dan mengkriminalisasi
empat kategori utama kejahatan internasional: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan,
kejahatan perang, dan kejahatan agresi (McKee et al., 2022).
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Maka jika dijelaskan dalam tabel kejahatan genosida dalam persfektif hukum pidana
internasional akan terlihat seperti table di bawah ini:

Tabel. 1. Aspek Kejahatan Genosida dengan Hukum Pidana Internasional

Aspek

Definisi

Instrumen
Hukum

Pengadilan

Tindakan yang
Dihukum

Prinsip Penting

Kewajiban

Negara

Contoh Kasus

Kejahatan Genosida

Tindakan yang dilakukan dengan maksud
menghancurkan kelompok tertentu

Konvensi Genosida 1948, Statuta Roma
1998

ICC, ICTY, ICTR, Pengadilan Nasional

Pembunuhan, menyebabkan luka,

menciptakan kondisi kehidupan destruktif,

dil.

Niat khusus (mens rea), tanggung jawab
negara dan individu

Mencegah dan menghukum genosida,
membuat hukum domestik yang sesuai

Rwanda (ICTR), Yugoslavia (ICTY)

Hukum Pidana Internasional

Aturan yang mengatur tindak pidana
internasional

Statuta Roma 1998, Konvensi Internasional
lainnya

ICC, Pengadilan ad hoc, Pengadilan
Nasional

Genosida, kejahatan terhadap

kemanusiaan, kejahatan perang, agresi

Yurisdiksi universal, komplementaritas,
kerjasama internasional

Menyediakan yurisdiksi untuk kejahatan
internasional, kerjasama ekstradisi

Rwanda (ICTR), Yugoslavia (ICTY), Sudan

(ICQ)

Sumber: Diolah Penulis, Tahun 2024

PENUTUP
KESIMPULAN

Penyebab utama kejahatan genosida adalah dilatarbelakangi adanya perjuangan hak
dari suku yang minoritas dan adanya agama yang fanatik serta rasial yang ditunjukkan
dalam diskriminasi kultural. Tindakan-tindakan dari kejahatan genosida ini telah
dituangkan dalam hukum internasional yang berupa perjanjian dan putusan Mahkamah
Internasional dan juga pada ketentuan hukum nasional yang meliputi Undang-Undang
Dasar, Undang-Undang, dan Keputusan Presiden. Tindak kejahatan yang diperbuat oleh
pemerintah Myanmar oleh Etnis Muslim Rohingnya merupakan tindak kejahatan
internasional genosida, karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok yaitu pembunuhan
massal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas, dilakukan secara sistematis, dan
bertujuan untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu, maka dari hal tersebut
peneliti menganalisis bahwa kejahatan tersebut dikategorikan sebagai  kejahatan
internasional genosida. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut maka
peneliti memberikan analisis terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi di
Myanmar, sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan cara di dalam serta di luar
pengadilan. Apabila di luar pengadilan penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara
mediasi dan negosiasi, tetapi apabila dilakukan di dalam pengadilan yang dalam hal ini
adalah berlaku pengadilan internasional maka sengketa tersebut dapat ditangani oleh
Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga negara berada di bawah yurisdiksi
Mahkamah Pidana Internasional.

Saran dari penulisan penelitian adalah kejahatan genosida dapat dilakukan
penindakan dengan cara: (a) melakukan kerjasama secara regional ataupun internasional;
(b) adanya lembaga yang dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan serta
penghormatan terhadap etnis, agama dan lainnya bahkan untuk menguatkan lembaga yang

42



Whcana Paramarta Jurnal lime Hukam Vol 23 No 1 (2024) ISSN-p 1412-4793-ISSN-e 2684-7434
2024-06-10

telah ada untuk dapat menjadi maksimal; (c) penegakan hukum terhadap putusan
pengadilan yang meliputi putusan Mahkamah Ad Hoc Den Haag dan Mahkamah Ad Hoc
Rwanda; (d) melakukan kajian hasil pendidikan dan penelitian; (e) adanya kebijakan dari
pemerintah dalam melindungi kumpulan dari latar belakang SARA.
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